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Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang­

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Rencana KeIja Pemerintah Daerah 

(RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-<iaerah Kabupaten dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2015 tentang Rencana Ketja Pemerintah Tahun 2016; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Dasar; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 

Tahun 2006 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 11); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2008 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 14); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 

Tahun 2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Dinas Daerab Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 

Tahun 2008 ten tang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tabun 2008 Nomor 16); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 Inspektorat Kabupaten 

Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2012 Nomor 9); 

17. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 

Tahun 2008 ten tang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 

Tahun 2011 ten tang Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 
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19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2004 

ten tang Perencanaan Partisipatif Pembangunan (Berita 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 32). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Supati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 
6. Rencana KeIja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2016. 

Sistematika RKPD meliputi : 
1. BAB I PENDAHULUAN; 
2. BAS II KONDISI UMUM; 

BAS II 
SISTEMATIKA RKPD 

Pasa12 

3. BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO; 
4. BAB IV TEMA DAN AGENDA PEMBANGUNAN TAHUN 2016; 
5. BAB V PEMBANGUNAN BIDANG; 
6. BAB VI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN; dan 
7. BAB VII PENUTUP. 

BAB III 
lSI DAN URAIAN RKPD 

Pasa13 

(1) lsi dan uraian RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 
2016. 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

5 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 291 l'lllli 2Q)\5 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

~DlR 
NIP. 196112171983051001 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 29; lUli 2015 

BUPA LAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 20J 


